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BAB   I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung yang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia harus bersifat terbuka serta memiliki berbagai peran dan fungsi, berbagai tantangan sekaligus ancaman terhadap pemberlakuan pasar bebas mengharuskan Kota Bandung menjadi kota yang memiliki daya saing paling kompetitif dibanding kota-kota lainnya dengan memamfaatkan secara optimal dan sinergis berbagai potensi dan daya tarik yang dimiliki dalam era pasar bebas.

Era liberalisasi perdagangan dicirikan maraknya produk impor sebagai intervesi komoditas produk asing yang masuk bebas tanpa terbendung lagi sehingga cenderung mengubah pola ekonomi dari industri ke perdagangan, sehingga dibutuhkan akselerasi pengembangan usaha yang berdaya saing tinggi dan serangkaian langkah strategis untuk tetap memperkuat prioritas kebutuhan dalam menggerakan sektor riil, salah satunya adalah optimalisasi kawasan perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memliki 30 sentra industri unggulan diantaranya Sentra Industri Rajut Binong Jati, Sentra Industri Rajut Margasari, Sentra Industri Baju Bayi Hantap, Sentra Industri Pakaian Anak Pagarsih, Sentra Industri Tas Kebon Lega, Sentra Industri Jeans Cihampelas, Sentra Industri Pakaian Cigondewah, Sentra Industri Produk Tekstil Cigondewah, Sentra Industri Sepatu Cibaduyut, Sentra Industri Sablon Kaos Suci, Sentra Industri Telur Asin Derwati, Sentra Industri Ikan Pindang Cijaura, Sentra Industri Opak Cigondewah, Sentra Industri Roti Kopo, Sentra Industri Tahu Cibuntu, Sentra Industri Tempe dan Oncom Situ Saeur, Sentra Industri Gorengan Tempe Leuwi Panjang, Sentra Industri Kerupuk Palembang Madesa, Sentra Industri Boneka Warung Muncang, Sentra Industri Boneka Sukamulya, Sentra Industri Knalpot Sadakeling, Sentra Industri Suku Cadang Kiaracondong, Sentra Industri Oven Cimindi, Sentra Industri Sikat dan Sapu Cibiru, Sentra Industri Kasur Cigondewah, Sentra Industri Peralatan Dapur Warung Muncang, Sentra Industri Percetakan Pagarsih, Sentra Industri Bengkel Las dan Bubut Jalan Bogor, Sentra Industri Las Ketok Karasak, Sentra Industri Kusen Astana Anyar.
Namun tidak semua ke-30 sentra industri unggulan di atas mencapai pasar nasional/ regional. Sejak tahun 2009, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan tujuh sentra industri dan perdagangan yang dianggap mampu mencapai pasar nasional/ regional. Pada dasarnya sentra industri dan perdagangan tersebut, secara tradisional sudah dikenal sebagai tempat usaha industri  masyarakat dalam skala usaha kecil dan menengah. Pemerintah Kota Bandung menilai bahwa produk yang dihasilkan oleh sentra-sentra tersebut berpotensi untuk diangkat sebagai produk unggulan Indusri Kecil Menengah (IKM) Kota Bandung. Tujuh sentra industri yang mampu mencapai regional yang dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 530/ Kep.295-DISKUMK.PERINDAG/2009 adalah :
Tabel 1.1

Tujuh Sentra Industri di Kota Bandung yang Sudah Mencapai Pasar Regional
	NO
	SENTRA INDUSTRI
	ALAMAT
	UNIT USAHA
	INVESTASI
	KAPASITAS PRODUK/ TAHUN
	TENAGA KERJA

	1
	Sentra Rajut Binong Jati
	Jl. Binong Jati Kec. Batununggal
	293 Pengrajin
	31.366 Milyar
	984.426 Lusin
	2.143 Orang

	2
	Sentra Kaos Suci
	Jl. Surapati & Jl. P.H.H. Mustofa
	409 Pengrajin
	115.403 Milyar
	177.300 Lusin
	2721 Orang

	3
	Sentra Perdagangan Jeans Cihampelas
	Jl.Cihampelas Kec. Coblong
	59 Toko
	227.580 Juta (Omset/Hari)
	-
	352 Orang

	4
	Sentra Boneka Sukamulya
	Jl. Sukamulya Kec. Sukajadi
	17 Pengrajin
	2.691
Milyar
	768.940 
Pcs
	212 Orang

	5
	Sentra Tahu Cibuntu
	Jl. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon
	408 Produsen
	13.472 Milyar
	2.160.600 Juta Pcs
	1.518 Orang

	6
	Sentra Sepatu Cibaduyut
	Jl. Raya Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul
	577 Pengrajin
	19 Milyar
	3.112.022 Pasang
	3.008 Orang

	7
	Sentra Kain Cigodewah
	Jl. Cigondewah Kec. Bandung Kulon
	313 Pengusaha
	401.650 Juta (Omset/Hari)
	-
	567 Orang


Sumber : Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung 2017
Dari tabel 1.1 di atas yang berisikan tujuh sentra industri yang berada di Kota Bandung tersebut tersebar di beberapa sudut Kota Bandung. Komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk mendorong peningkatan peran dan kotribusi usaha sektor industri dan perdagangan yang berupa usaha kecil dan menengah dalam pembangunan perekonomian Kota Bandung, Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung berupaya agar para pengusaha mempunyai tempat usaha yang layak yang didukung dengan fasilitas sarana prasarana usaha yang memadai. Dengan demikian diharapkan kualitas produk barang akan semakin baik dan daya saing usaha Kota Bandung pun akan lebih meningkat. 

Sebagai kawasan yang telah cukup lama dikenal masyarakat baik lokal maupun regional, kawasan industri sekaligus kawasan wisata belanja ini harus dapat memberikan kenyamanan, Tidak saja nyaman dari aspek infrastuktur jalannya, lahan parkir, drainage dan trotoar tapi juga kawasannya yang berwawasan lingkungan dan berwawasan K3 (tertib, bersih dan indah).

Selain itu penetapan sentra-sentra industri dan perdagangan juga diharapkan menjadi dukungan kepada para pengusaha agar lebih memudahkan dalam melakukan promosi dan sekaligus memasarkan barang-barang yang diproduksinya. Karena tidak dapat dipungkiri bisnis inti Kota Bandung salah satunya adalah industri kreatif, dari bisnis inilah ekonomi Kota Bandung tumbuh berkembang dan memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, terhadap pendapatan perkapita dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan begitu industri kreatif menjadi ikon bisnis Kota Bandung.

Semua pihak pemerintah, stakeholder, dan pengusaha harus dimulai dari sekarang bergerak merumuskan, berpikiran sama bahwa masyarakat Kota Bandung bisa sejahtera ketika bisnis ini memiliki kekuatan pendorong yang luar bisa. Pemerintah Kota tentunya diharapkan berpikir cepat, jangan telat merencanakan apalagi telat mengalokasikan dana, karena jika hal seperti itu terjadi maka akan terjadi kebangkrutan, karena itu Pemerintah Kota harus berpikir cepat, bertindak tepat, mengidentifikasi masalah dari hulu sampai hilir.
Pemerintah Kota Bandung telah berupaya membuat perencanaan agar sentra-sentra industri dan perdagangan tersebut usahanya bisa lebih berkembang dan meningkat sehingga kontribusinya akan lebih signifikan dalam pengembangan perekonomian Kota Bandung. Tapi pada kenyataannya antara perencanaan dan implementasi program dan kegiatan untuk pengembangan sentra-sentra industri tersebut tidak berjalan secara berkesinambungan. Faktanya dalam kurun waktu RPJMD 2013-2018 permasalahan yang dihadapi oleh sentra-sentra tersebut belum dapat ditangani secara tuntas. Akibatnya, secara operasional sentra-sentra tersebut masih berjalan apa adanya belum ada perubahan yang berarti sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Maka Pemerintah Kota perlu melakukan evaluasi kebijakan tujuh sentra industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bahwa masih perlu adanya evaluasi dalam kebijakan tujuh sentra industri di Kota Bandung. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :
1. Kemampuan Keuangan/ Ekonomi

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin  dapat ditingkatkan, sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan kebijakan pengembangan tujuh sentra industri akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki inovatif dan kreatif tinggi maka daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah seperti kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatur dan mengurus tujuh sentra industri regional di Dinas Perdagangan dan  Perindustrian Kota Bandung agar lebih baik lagi dan bisa dikenal masyarakat secara luas dari Sabang sampai Merauke.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur dinas yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.
Kemampuan sumber daya manusia di sentra industri Kota Bandung kurang dapat memberikan inovasi atau terbosan terbaru terhadap permasalahan yang terjadi dalam melakukan pekerjaanya yang membuat hasil produksinya tidak maksimal, yang diperlukan disini adalah sumber daya manusia yang mempunyai inovasi, kreatifitas, integritas tinggi, dan tentunya memiliki soft skill tinggi yang salah satunya diantaranya mampu bekerja sama dengan kelompok, mampu mengemukakan pendapat, berkomunikasi dengan baik dengan Pemerintah Kota, dengan meyakinkan Pemerintah Kota bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan yang terbaik agar hasil yang didapatkan maksimal dalam arti menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak Pemerintah Kota maupun pihak pengusaha dan para pegawai di sentra industri Kota Bandung, dengan kata lain yaitu win-win solution, dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.
Berdasarkan penjajagan yang dilakukan, maka peneliti mengusulkan judul usulan penelitian skripsi “EVALUASI KEBIJAKAN SENTRA INDUSTRI DI DINAS PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG”.
1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan tujuh sentra industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung?
2. Apa hambatan-hambatan yang membuat kebijakan sentra industri di Kota Bandung berjalan belum maksimal?
3. Apa usaha-usaha yang dilakukan agar kebijakan yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terhadap sentra industri berjalan maksimal?  
1.3. Fokus Penelitian
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan sentra industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang sudah mencapai pasar regional.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian
1. Menemukan data dan informasi terkait kebijakan tujuh sentra industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebijakan baik atau implentasi tidak baik, atau sebaliknya.

2. Mengembangkan data dan informasi yang berada di lapangan dengan teori yang nantinya akan timbul hambatan-hambatan yang akan terlihat untuk kebijakan yang lebih baik lagi.

3. Menerapkan data dan informasi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dalam pembuatan kebijakan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian
1.4.2.1
Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu administrasi negara terutama kajian-kajian yang berkaitan dengan evaluasi implementasi yang menyangkut sentra industri di Kota Bandung.
1.4.2.1
Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai evaluasi implementasi kebijakan sentra industri di Kota Bandung, khususnya tujuh sentra industri yang sudah mencapai pasar internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran
1.5.1
Teori Kebijakan

Kebijakan sangatlah penting dibuat oleh suatu negara atau pemerintahan, kebijakan yang dibuat tentunya kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya, bagaimanapun pemerintah disini adalah sebagai wakil rakyat, dimana kedudukan tertinggi itu ada di tangan rakyat, jadi kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kesejahteraan masyarakatnya.


    Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dalam arti pemerintah yang membuat kebijakan tersebut dan dapat dilaksanakan, serta tentunya berpengaruh terhadap sejumlah besar orang yaitu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Charles O. Jones, mengutip Hugh Heclo (1984:57) bahwa kebijakan adalah :
“Policy is course of action intended to accomplish some end. A Policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or action, and such a course has to be perceived and indentified by the analys in question.”
Dijelaskan dari pengertian di atas bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah kebijakan mungkin berguna yang dianggap sebagai tindakan atau tidak bertindak dari keputusan tertentu atau tindakan yang dibuat, dan tentunya akan dirasakan oleh masyarakat.
Namun peneliti merasa kurang puas terhadap pengertian kebijakan dari atas maka dari itu penelit mengemukakan kebijakan yang diambil dari  Carl Friedrich (1969) dalam Leo Agustino (2008:7) mengatakan bahwa:
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. 


Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti terdapat hambatan-hambatan didalamnya baik dari kebijakan itu sendiri maupun aparat yang melaksanakan kebijakan itu, serta adanya kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan apa yang hendak dicapai yang tentunya untuk kesejahteraan bersama khususnya untuk masyarakat.
1.5.2
Teori Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. 
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Anderson (1975:45) mengatakan bahwa : “Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.”

Jika menurut Anderson evaluasi menyangkut penilaian yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak, dimana ketiga hal tersebut memerlukan evaluasi dalam setiap prosesnya agar dalam akhir evaluasi setiap halnya tidak terlalu rumit, dalam arti hal yang harus diperbaiki tidak terlalu banyak dengan kata lain meminimalisir dampak buruk/ negatif yang akan terjadi setelelah implementasi berjalan. Dampak yang buruk/ negatif sudah pasti harus di evaluasi, namun dampak positif yang terjadi nantipun perlu di evaluasi, di evaluasi bukan untuk memberbaiki namun untuk meningkatkan apa yang sudah baik ke tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.


Peniliti mengemukakan teori untuk lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peniliti mengambil pengertian dari Uzer (2003:120),  mengatakan bahwa: 
“Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.”

Evaluasi bukan merupakan akhir dari segala proses yang telah berlangsung, dari semua proses yang sudah dilakukan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang telah didapat nantinya perlu ditinjau lagi dengan penuh kehati-hatian, tidak mengambil secara acak dan asal pilih dalam menentukan apa yang akan dilakukan setelahnya.
1.5.3.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan
Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijkan berhasil atau gagal.

Dunn dalam Winarno (2002:184-190) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (Effectiveness)
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2. Efisiensi (Efficiency)
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (Adequacy)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan/ Kesamaan (Equity) 
Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas (Responsiveness)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (Appropriateness)
Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan diatas sangat dan perlu dilakukan untuk tercapainya kebijakan yang lebih baik lagi kedepannya, evaluasi harus dilakukan baik atau buruknya hasil yang didapat, kebijakan tersebut perlu di evaluasi lagi, untuk memberbaiki apa yang harus diperbaiki dan membuat yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.
1.6. Proposisi
Evaluasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terhadap tujuh sentra industri yang sudah mencapai pasar regional merupakan dampak yang dihasilkan dari formulasi dan implementasi kebijakan, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif, dalam arti keberhasilan dan kegagalan. Kegagalan kebijakan ini di bagi kedalam kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasi) dan  unseccesful implementation (implementasi yang tidak berhasil).

Evaluasi kebijakan yang dilakukan melalui : Efektifitas (Effectiveness), Efisiensi (Efficiency), Kecukupan (Adequacy), Pemerataan/ Kesamaan (Equity) , Responsivitas (Responsiveness), Ketepatan (Appropriateness).
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